
Menteri Perencanaan Penbangunan NasionaU

Kepah Badan Perencanaan Penbangunan Nasional

SALINAN
KXPI]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 2 7/M.PPN/HK/O 8 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

.N{enimbang a. bahwa dal,am rangka mendorong pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa yang merupakan
sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dzn lintas
daerah, diperlukan peningkatan pembangunan desa dan
kawasan perdesaan;

b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pembangvnan desa

dan kawasan perdesaan,, diperlukan upaya sinkronisasi dan
koordinasi yang lebih baik dalam petencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan ev aluasi pt ogr am-pt ogt am pembangunan
yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan
perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi
Strategis Pembangunan Desa Terpadu;

d. bahwa pejabat dan pegawar yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampr dan memenuhi
percyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa
Terpadu;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem

Perencanaan Pembanga.nan Nasional (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa
(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Mengingat

Tambahan...
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Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengalr Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahtn 2O73 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Neg ara sebagaimana
telah diubah dengan Pereturan Pemerintah Nomor 5O Tahun
2078;

Peratjran Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penatazn
Trgas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

Petaturan Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dtubah
dengur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2027;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;

Petaturat;r Presiden Nomor 8O Tahun 2021 tentar.g
Kementerian P er enc aa aan P emb angunan Nasional ;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O2l tentang Badan
P er enc an aan P emb angunan Nasional ;

Petaturan Mellteri Petencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaa:n Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan,,

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anp;aran;

Peraturan Mellteri Perer.canaan Pembangtnan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahtn 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc an aAn P emb angunan Nasional ;
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10.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KXPALA I}ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadrt
untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pembangunan Desa

PERTAAA A

Terpadu ...
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KEDUA

KEI,IMA

Terpadu, dengan susunan keanSgotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampirtn Kepulusan ini.

Tlm Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu terdiri atas Tim
Pengarah, Penanttung, Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga
Pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebljakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran
pemec ah an at as p e r mas aI ah an p elaks an aan kegi atan.

Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Ti m Pengarah.

Tim Pelaksana beriugas:

a. melakukan kebijakan umum dan rencana kerja Tim
Koordinasi Pemban2;unan Desa Terpadu;

b. menl'usun konsep program /kegiatan percepatan pelaksanaan
bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2074 tentang Desa;

c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi ptl,MN 2020-2024
dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah,,

dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya
mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah
pembanganan desa dan kawasan perdesaan, sefia upaya
mendorong petcepatan pembangunan yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentangDesa;

d. menyrrsun kebijakan terkait pengalokasian dan prioritas
penggunaan Dana Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan
pelaksanaal proSram pembangunan desa dan kawasan
perdesaan;

f. melakukan tinjauan terhadap petatwan perundang-
undangan, kebijakan, ptogramt kegiatan., contoh
pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan
pembangunan desa dan kawasan perdesaan; dan

g. men),usun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim
Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu kepada Tim Pengarah
melalui Penanggung Jaw ab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membanfit pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

KEENAM

b. melakukan

KETIGA

KEEMPAT
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KETUJUH

KEI)EI,APAN

b. melakukan tugas kesekret ariatan dan tugas lain yang
diberikan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Koordinasi Pembangunan Desa Torpadu dikbankan pada
Anggaran PendapaLan dan Belanja Negara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional,/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Januad 2022.

Ditetapkan di Jakafia
pada tangal 8 Agrstus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARfA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Z'.
RR. Rita Erawati



SUSUNAN K-EANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU

SALINAN
LAMPIRAN
KXPLTTUSAN MENTERI PPN/
KXPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 27IM.PPN,/HK,/08 / 2022
TANGGAL 8 AGUSruS 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
P embanganan Manusia dan Kebuday aan;

2. Sekretaris Jenderal, Kementeflan DaTam

Negeri;

3. Inspektur Jenderal, Kernenterian DaTam

Negeri;

4. Direktur Jenderal Bina Pemerintah an Desa,
Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Bina Administrasi
Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;

6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

7. Direktur Jenderal Pembanganan Desa dan
Perdesaan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertrnggal, dan
Transmigrasil

8. Kepala Badan Pengembangan Sttmber Daya
Manusia dan Pemberdayaan Masyatakat
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembanganan Daeruh
Tefti nggal, dan Transmigrasi;

9. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, d-an Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daetah
Tertinggal, dan Trarnsm igrasil

A. TIMPENGARAH

Ketua

Anggota

1O. Direktur ...
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B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

10. Direktur Jenderal Perimbangan Kerangan,
Kementerian Keuangan;

ll.Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat

Statisfik;

72.Deputi BidangPengawasan
Peny elengar aan Keuangan D aer ah, Badan
Pengaw asan Keuangan dan Pembangtnan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Pembanganan D aer ah, Kementedan
PPN/Bappenas.

1. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Kevangan;

2. Direktur Anggaran Bidang Pembanganan
Manusia dan Kebudayaan, Direktorat

Jender al Angaran, Kementerian Keuangan;

3. Kepala Biro Perencan a.an, Kementeflan
Dalam Negeri;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam
Negeri;

5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

Kementerian Desa, Pembanganan Daer ah
Terlinggal, dan Transmigrasi;

6. Sekretaris Dfuektorat Jenderal
Pembanganan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daetah
Tertinggal dan Transmigrasi;

7. Sekretaris Direktorat lenderul
Pembangunan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daetah
Tertinggal dan Transmigrasi;

8. Sekretaris Badan Pengembangan dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi,, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Terttnggal dan
Transmigrasil

9. Sekretaris  . ..
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9. Sekretaris Badan Penge:mbangan Sumber
Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertingal, dan
Transmigrasi, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

10. Direktur Statistik Ketahanan Sosial,
Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan
Pusat Statistik;

11. Direktur PenangaTangan Kemiskinan dan
Kesejahtetaan Sosial, Kementerian PPN/
Bappenas;

12. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas;

13. Direktur Kehttanan dan Konservasi Sumber
Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Direktur Kelautan dan Perlkanan,
Kementerian PPN/Bappenas;

1 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kemenferian PPN/ Bappenas;

16. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangtnan,
Kementerian PPN/ Bappenas;

17. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Alen Ewnanita, S.Sos, MSc, Kementedan
PPN/Bappenas;

19. Ervan Arumsyah, SIP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

20. Agxg Mahesa Himawan Dorodjatoell, ST,

M.Sc., Ph.D., Kementeria.n PPN/Bappenas;

21,.tu. }J.a1yn Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;

22.Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Nfra Oktivalerina,, SE, MSc, Kementeria/t
PPN/Bappenas;

25.P:^2qi...
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25. Rtzqi Yuwanita Hablbah, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;

26. Amos fuima Gracranto, ST, M.Sc, MPWK,
Kementerian PPN/Bappenas;

27.Prima Sari Anungputri, ST, MT,
Kementerian PPN/ Bappenas;

2S.Zaharatsl Hasanah, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;

29.Luthfi Muhamad Iqbal, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;

30. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si,

Kementerian PPN/Bappenas;

31. Annisa Kusuma W ardhani, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

1 . Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

f). TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z-
RR. Rita Erawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARfA

trd


